KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Fadli Zon berkelit

: Jumat, 15 September 2017
: Media Indonesia

03

Fadli Zon Berkelit

Anggota DPR yvang sudah berulang kali rmmenjadi
terlapor dan diproses di Mahkamah Kehormatan
Dewan berpotensi mendapatkan akumulasi hukumarn.

Astri Novaria
astri@mediaindonesia.corm

AKIL Ketua DPPR Fadli Zon me-

negaskan rtidak ada yang salah

dari tindakan dirinya menan-

datangani surat aspirasi Ketua
DPR Setya Novanto terkait pemeriksaan di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadli
menuturkan sudah sering membuat atau me-
nandatangani surat pengaduan dari masyara-
kat itu ratusan kali. Untuk memproses surat
aduan tersebut tidak perlu diketahui oleh
pimpinan DPR lain.

Pimpinan DPR lainnya, sambung dia, juga
akan menerima surat yang sama tanpa harus
berkoordinasi dengan yang lain.

“Saya tidak tahu surat

DPR Sarifuddin Sudding mengatakan surat
pelaporan terhadap radli belum lengkap.

Suding menjclaskan MAKI hanya melam-
pirkan sebuah berita media daring tanpa
melampirkan bukt surat yang ditandatangani
oleh I'adli Zon. T.ebih lanjurt, kata dia. pihaknya
akan menindaklanjuri pengaduan itu jika te-
lah terpenuhi persyaratannya sehingga jika
terbukti terdapat pelanggaran akan dilakukan
pemanggilan kepada Fadli.

“Jika terbukti melanggar I’asal 6 dan Pasal
3 tentang Kaode Ftik, sesuai dengan hukum
acara kita kepada seorang terlapor yang sudah
berulang kali diproses di MKD, itu akan diaku-
mulasikan hukumannya,” pungkasnya.

Fadli memang sudah beberapa kali diadukan
ke MKD, diantaranya karena hadir dalam kam-
panye bakal calon Presiden
Amerika Serikat Donald

vang disampaikan Pak
Fahri (Fahri Hamzah), Pak
Agus (Agus lierrmanto),
atau Pak Tauflik (Taufik
Kurniawan),” tutur Fadli,
di Gedung DPR, Jakarta,
kemarin.

Ditegaskan I'adli, dalam
surat itu tidak sekali pun -
ada kalimat yang meminta penundaan pe-
meriksaan terhadap Novanto yang menjadi
tersangka KPK dalam kasus korupsi KTP-E.
Surat itu hanya meminta KI’K menindaklan-
juti sesuai dengan hukum dan perundangan
yvang berlaku. “Jadi, dilihat dulu apa isinya,
tidak ada permintaan penundaan terhadap
KPK. Judulnya saja penyampaian aspirasi
masyarakal,”™ cetus Fadli.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad
Muzani mengatakan pihaknya tidak akan
memberikan sanksi kepada Fadli. Menurut
dia, Fadli telah mengklarifikasi tindakannya
terscbut kepada DPP Gerindra. “Kami mene-
rima jawabarn. Ttu tugas rutin, tidak mengin-
tervensi hukum,” ujar Muzani.

Surat yang ditandatangani Fadli tersebut
menuai kebaratan dari pimpinan DPR lain-
nya karena seolah olah mewakili institusi.
Langkah Fadli juga mengundang Masyarakat
Anti Korupsi Indonesia (MAKI) untuk meoe-
nyampaikan pengaduan ke Mahkamah Ke-
hormatan Dewan (MKD). Meski begitu, Walkil
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKID)

MKD meminta
pelapor melampirkan
bukti surat vang
ditandatangani Fadli.

Trump,pada 2015, bersama
Novanto. Dalam kasus itu,
MKD menjatuhkan sanksi
ringan kepada keduanya
berupa surat teguran.
Tadli juga semmpat diadu-
kan dengan tudingan me-
minta fasilitas kepada Ke-
menterian Luar Negeri untuk anaknya vang
bepergian ke Anmerika Serikart. o

Enggan berpolemik

Wakil Ketua Komisi Permberantasan Korupsi
(KPK) Saut Situmorang membenarkan pihaknya
telah meminta surat yang ditandatangani Fadli.
Namun demikian, ia berharap surat permohon-
an itu tidak menimbulkan polemik.

“Salahkah bila seseorang atau kelompok
mengirimkan surat permohonan ke KPK? Ti-
dak juga kan? Soal permohonan akan ditolak
KPK itu soal lain lagi,” ujar Sautsaat dihubungi
AMedia Indonesia di Jakarta, kemarin.

Novanto merupakan salah sartu tersangka
dalam kasus dugaan korupsi proyvek peng-
adaan KTP-E yang merugikan negara hingga
Rp5.3 triliun. la menggugat penetapan ter-
sangka itu melalui sidang praperadilan yvang
kini tengah berjalan. .

KPK setidaknya sudah dua kali memanggil
Novanto ke KPK untuk diperiksa. Namun,
Ketua Urmum Partai Golkar itu mangkir. (Nov/
Deco/P-1)
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